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Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan bentuk pelayanan dan
fasilitas kesehatan yang penting dan terjangkau bagi seluruh kalangan
masyarakat. Dalam setiap unit kesehatan tentunya memerlukan adanya tenaga
pokok mereka yaitu tenaga medis. Seseorang yang memberikan jasa keahlian
dan tenaganya untuk keperluan orang lain. Menurut Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 pemotongan pajak atas imbalan jasa medis
menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi untuk tenaga ahli berstatus bukan pegawai. Berdasarkan latar belakang
tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan analisis terkait dengan penerapan
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan jasa medis pada
Puskesmas X Bandar Lampung. Dengan demikian, penulis dapat merumuskan
masalah penelitian yaitu, bagaimana mekanisme pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21 atas jasa medis di tahun pajak 2022 pada Puskesmas
X menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Penelitian
ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 atas
jasa medis Tahun 2022 pada Puskesmas X Bandar Lampung sudah sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Adanya kekurangan
prosedur di Puskesmas X mengharuskan adanya penelitian terkait pemotongan
dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyebabkan kewajiban
perpajakan belum terlaksana secara menyeluruh.
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